
BUPATI PfNRANG 
PROVINSJ SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR tr TAHUN 2023 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINA$ KESEHATAN 

DENOAN RAHMAT TI.JHAN VANO MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organia.asi, Tugaa dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinaa Keschatan telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan; 

b. bahwa Peraturan Bupati aebagaimana dtmakaud 
dalam huruf a, sudah tidak seauai lagi dengan 
perk.embe.ngan dinami.ka penyelenggara.an 
pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan 
pcrundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan 
tugas dan fungai Dinas Kesehatan, aehingga perlu 
diganti 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organia.asi, Tugaa dan F"ungsi serta Tata 
Kerja Dinaa Kesehatan. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 18221; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) eebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); ' 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587), 
sebapi.mana telah diubah beberapa ka.h, terakhtr 
dengan Undang·Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengg.anti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cfpta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601), sebagaimana tclah diubah beberapa kali, 
terekhu- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerin1ah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja 
menjadi Undang-Undang jLcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indcneera Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah ll.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
ata.s Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Siptl (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnaai Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Senta Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2020 Nomor 6). \ 

. 2. 
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MEMUnJSKAN ; 

Mcnctapkan; PERA11JRAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
OROANISASI, TUOAS DAN FUNGSI URAJAN TUGAS SERTA 
TATA KERJA DINAS KESEHATAN. 

BAB I 
KETENTVAN UMUM ....,, 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan: 
I. Dacrah adalah Kabupatcn Pinrang. 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaris Dacrah adalah Sckretaris De.crab Kabupaten Pinrang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
S. Dinas adalah Dinas Kcsehatan Kabupatcn Pinrang. 
6. Kcpe.la Dinas adalah Kcpala Dina, Kcsehatan Kabupaten Pinrang. 
7. Pejabat Pembina Kcpegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang mcmpunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhcntian Pegawai Aparatur Sipil Negara clan 
pembinaan manajcmcn Aparatur Sipil Negara di instansi pcmcrintah 
seauai dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

8. Pejabat Pembina Kcpegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang 

9. Aparatur Sipil Negara adalah istilah kclompok profcsi bagi pegawai­ 
pegawai yang bekcrja pada lnstansi Pcmcrintah balk di tingkat Puaat 
maupun Dacrah. 

10. Pejabat yang Bcrwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat 
yang mcmpunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhcntian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 
denga.n kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

11. Kclompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi 
£ungsi dan tugas berkaitan dcngan pelayanan fungsional yang 
ben::lasarkan pada kcahlian dan kcterarnpilan tertentu. 

12. Tugas adalah lkhtisar dari kcscluruhan tugasjabatan. 
13. Fungsi adalah pckcrjaan yang mcrupakan penjabaran dari tugas. 
14. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan ataa semua tugas jabatan 

yang mcrupakan upa,ya pokok yang dilakukan pemegangjabatan 

BAB II 
KE DU DU KAN 

Pa,ai 2 
Dinas scbagaimana dimaksud dalam Pasa1 1 angka 5, dipimpin olch Kepala 
Dtnas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kcpada Bupati mclalui 
Sckretaris Daerah. 

BABIU 
SUSUNAN ORGANISASI 

Paoal3 
(I) Susunan Organisa.11 Dinas tcrdiri atas: 

a. Kcpala Dinas; \ 

. 3 . 
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b. Sekretariat terdiri atas : 
1. Subbagian Program; 
2. Subbagian Umum, Kcpegawaian dan Hukum;dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Ke&ehatan Masyarakat; 
d. Bidang Bina Penccgahan dan Pcngendalian Penyakit; 
e. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan; 
f. Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan; dan 
g. Kelompok Jabata.n FungsionaJ dan Pciakaa.na. 

(2) Bagan Struktur OrganiMSi Dlnas 8Cbagaimana drmakeud pada ayat (I) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpieehkan dari Peraruran Bupati ini. 

BABIV 
TUGAS, FUNGSJ DAN URAIAN TIJGAS 

Bagian Kesa.tu 
Kcpala Dinas ...... 

11) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kcwenangan 
Daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
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b. pclaksanaan kcbijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 
c. pelaksa.na.an monitoring dan evaluaai &erta pelaporan urusan 

pemerintahan bidang Kesehatan; 
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tugas dan fungsinya. 
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat seeuai bidang tugasnya; 
f. merumuskan dan menetapkan Viei dan MiSl serta menetapkan 

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Program/Kegiatan dan 
Rencana Kerja Anggaran Dinas; 
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Ungkup Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
i. menyusun rancangan, mengoreksr, memara.f dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
J· mengoordinir penyelengg.araan Survey Kepuasan Masyarakat dalam 

lingkup Dinas; 
k. melakukan pembina.an terhadap penyusunan Standar Operasional ' 
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. 5. 

I. mclakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, 
Pemerintah Provinai dan Satuan Kerja Perangkat Oaerah unit kerja 
terkait daJam rangka kelancaran tugaa; 

m. menetapkan Standar Pelayanan dalam tingkup Dinaa; 
n. membina pelaksa.naan Sistcm pengendalian Intern Pemerintah 

lingkup Dinas; 
o. mengoon:linir Penyusunan l..aporan Kinerja lnatansi Pemerintah 

Dinaa; 
p. menyelenggarakan monitoring, evaluaal dan pengawasan 

pcnyelenggaraa.n kebijakan teknis di Bidang Bina Kesehatan 
Masyarakat, Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bina 
Pelayanan Keschatan, dan Bina Sumber Daya Kesehatan; 

q. menyelcnggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lemba.ga 
pemerintah dan non pemerintah daJam rangka pcnyelenggaraan 
uruean pemerintahan bidang Kesehatan; 

r. menilai kinerja Pegawai Aparatur Siptl Negara scsuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

a. menyuaun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Ataaan eebagai bahan 
perumusa.n kebijakan; dan 

t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
aesuai dengan bidang tugasnya 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 5 
(I) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Dina, dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan 
pelayanan teknis dan administnuii penyusunan program, pelaporan, 
umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinu. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebaga.imana dimaksud pada ayat (I), 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoon:linaslan pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas; 
b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup 

Dinas; 
c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam 

lingkup Dinas; 
d. pengoordinasian penge]o\aan administrasi keuangan dalam !ingkup 

Dinas, dan 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan .sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan dmas sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu Kepala Dinas merumuskan V1si dan Misi serta 

menetapka.n Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja ' Anggaran dalam lingkup Dinas; 
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-- 

·•- 
g. menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarak.at di bidang 

Kesehatan; 
h. mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan Laporan Kinerja 

lnstansi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas K.inerja Jnstansi 
Pemerintah; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas 
eehingga terwujud koordinasi, sinkroniaasi dan integrasi 
pe!aksanaan kegiatan; 

j. mengoordinasikan dan melakaa.nakan penyusunan perencanaan, 
pengendalian, dan evaluasi eerte pelaporan kmerja dan pelaporan 
keuangan Dinas; 

k. mengoordina!Jikan dan melaksanakan pelayanan administrasi 
umum, kepegawaian dan hukum; 

I. mengocrdinaerkan dan melaksanakan aerta menginventarisa.si 
pelayanan ketatausahaan; 

m. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan melaksanakan urusan 
rumah tangga Dinas; 

n. menyelenggarakan dan mengoordina8ikan pelayanan admmistrasi 
keuangan; 

o. menyelenggarakan dan mengoordinaaikan administrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapusan barang; 

p. mengoordinasikan dan mcmfasilitasi kegiatan organisasi dan 
tata.laksana; 

q. mnenyusun dan mclaksanakan Standar Pelayanan dalam lingkup 
Dinas; 

r. mengoordinasikan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformaai Birokra.si dalam lingkup Dinas; 

a. melaksanakan fungsi scbagai Pejabat Pengelola lnfonnasi dan 
Dokumentasi Dina,; 

t. mcnyelenggarakan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan haisil 
pclaksanaan Sistem Pengcndalian Intern Pemerintah dalam lingkup 
Dinas; 

u. menyuaun Standar Operaeicnal PTOsedur eeeuai uraian tugas dan 
melakukan evaluasi Standar Operaaional Prosedur daJam lingkup 
Dinas; 

v. menyelenggara.kan monitoring, evaluasi dan pengawasan dan 
pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan kcbijakan teknis di 
Bidang Bina Kesehatan Maayarakat, Bina Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit, Bina Pelayanan Keachatan, dan Bina Sumber 
Daya Kesehatan; 

w. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembap 
pcmerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggara..an 
urusan pemerintahan b1dang Kesehatan; 

x. mcnginventarisasi dan mcngkaji permasalahan yang berhubungan 
dcngan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pcmecahan masalah; 

y. menilai ldnerja Pegawai Aparatur Sipll Negara eesuar ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

z. menyusun laporan basil pelak3anaan tugas Kc:pala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasa.n acbagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

aa.melaksanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan ataaan 
� eeeuar dengan bidang tugaanya. 
\ 

-- 

·•- 
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g. menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarak.at di bidang 

Kesehatan; 
h. mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan Laporan Kinerja 

lnstansi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas K.inerja Jnstansi 
Pemerintah; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas 
eehingga terwujud koordinasi, sinkroniaasi dan integrasi 
pe!aksanaan kegiatan; 

j. mengoordinasikan dan melakaa.nakan penyusunan perencanaan, 
pengendalian, dan evaluasi eerte pelaporan kmerja dan pelaporan 
keuangan Dinas; 

k. mengoordina!Jikan dan melaksanakan pelayanan administrasi 
umum, kepegawaian dan hukum; 

I. mengocrdinaerkan dan melaksanakan aerta menginventarisa.si 
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m. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan melaksanakan urusan 
rumah tangga Dinas; 
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Dinas; 
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Dinas; 
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pcmerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggara..an 
urusan pemerintahan b1dang Kesehatan; 

x. mcnginventarisasi dan mcngkaji permasalahan yang berhubungan 
dcngan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pcmecahan masalah; 

y. menilai ldnerja Pegawai Aparatur Sipll Negara eesuar ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

z. menyusun laporan basil pelak3anaan tugas Kc:pala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasa.n acbagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

aa.melaksanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan ataaan 
� eeeuar dengan bidang tugaanya. 
\ 
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Paragraf I 
Subbagian Program 

Pasal 6 
(1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian Program 

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpu\kan bahan 
dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan mfonnasi, 
serta penyuaunan laporan. 

(2) Ura.Ian tugas Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud pa.da 
ayat {l), melipuu: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman 

dalarn pclaksanaan tugae: 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksa.naan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelalusanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorckai, mernaraf dan/atau 
menanda.tangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat acsuai bidang tuge.snya; 
f. membemu kepala dinas merumuskan Visi clan Misi eerte 

menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja 
Anggaran Dinas; 

g. melakaanakan Survey Kepuasan Masyarakat di bidang Kesehatan; 
h. menyuaun dan membuat Laporan Kinerja lnstanai Pemerintah dan 

Sistem Akuntabilita.s Kinerja lnstansi Pemerinta.h; 
1. menyusun Standar Pelayanan Minimal; 
J· mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingg.a. berjalan Jancar; 
k. memantau, mengawasi dan mengevaluaei pelakeanaan tugo.1 dalam 

hngkup Subbagian Program untuk mengeta.hui perkembangan 
pelaksanaan tugas, 

I. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

m. mengikud rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
n. mengcordinaeikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan 

perencanaan program, kegiatan, dan anggaran; 
o. menghimpun dan menyajikan data dan infonnasi program dan 

kegiatan Oinaa; 
p. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluaai 

kinerja; 
q. mengumpu\kan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas; 
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan 

membcrikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kcbijakan; 

a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang menyangkut 
perencanaan; 

L melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA Oinas; 
u. menyusun Standar Operasional Prosedur aesuai uraian tugas dan 

melakukan evaluaai Standar Operaercnal Prosedur; 
v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelengga.raan kebijakan teknis di Subhagian Program; 
w. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelengg.a.raan kebijakan teknia di Subbagian Program; 
x. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan ! urusan pemerinta.han bidang Kesehatan; 
\ 
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\ 
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y. menginventarisasi dan mengka.Ji permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

z. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

aa. menyusun laporan basil pelaksanaa.n tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan &ebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

bb. melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan 
scsuai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf 2 
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

Paw 7 
(I) Subbagian Umum, Kepegawruan, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai tugas 
membantu Sekretaris daJam mengumpulkan bahan dan melakuka.n 
urusan ketatausahaan, admmistralli pengadaan, pemelihllTaan dan 
pcnghapusan barang. urusan rumah tangga eerta mengelola 
administrasi kepegawaian dan hukum. 

{2) Uraian tugas Kcpala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
aebagaimana dimaksud pada ayat ( l), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tuga.s; 
b. mendistribusilcan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tuga.s dalam 

lingkungan Dina.s untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapet eeeuei bidang tugaanya; 
t. melaksanakan dan mengevaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan 

Masyarakat lingkup Dinas; 
g. membantu Sekretaris menyusun dan membuat Laporan Analisis 

Jabatan, Analisis Behan Kerja dan Evaluasi Jabatan Oinas; 
h. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan \ancar; 
1. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkup Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk 
mengetahut perkembangan pelaksanaan tugas; 

J· menyusun rancangan, mengorekai, memara.f dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

k. melakukan pengklasifikas1an surat menurutjenisnya; 
I. melakukan administrasi dan pendlatribusran naskah dinas masuk 

dan keluar; 
m. melakukan penge!olaan araip naskah dinas; 
n. menyiapkan bahan dan menyusun administras.i pengadaan, 

pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
""'8ng; 

o. menyiapkan bahan dan menyusun administrui pengadaan, 
pendistribus.ian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisaai barang serta � 
menyusun laporan barang inventaris; 

\ 
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q. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan 
rumah tangga Dinas; 

r. mengoordinasikan dan melakukan pcngumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan infonnas! eerta fasilitaai pehi.yanan infonnesi; 

s. mempersiapkan dan mengoordinasikan pclaksaanaan rapat dinas, 
upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; 

t. menyi.apkan bahan, mengoordinaaikan dan memfasilitasi 
Pelakaanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup 
Dinas; 

u. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan 
perjalanan dinas pegawai; 

v. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 
organisasi dan tatalaksana; 

w. menyiapkan bahan dan mengelota edministrasi kepegawaian dalam 
lingkup Dmas; 

x. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia 
dilingkup Dinas; 

y. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pcmbinaan, peningk.a.tan 
kompetensi, diaiplin den keeejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam 
lingkup Dines; 

z. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi 
kepegawaian; 

aa. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administraai penyusunan 
produk hukum di lingkup Dinas; 

bb. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 
laporan hasil pemeriksaan dalam lingkup Dinas; 

cc. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, 
Kepegawaian, dan Hukum, serta memberikan saran pertimbangan 
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.ij. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

-3 Subbagian Keuangan 

Pa""1 8 
(I) Subbagian Keuangan d.ipimpin oleh Kepa]a Subbagian Keuangan 

mempunyai tugas memba.ntu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan 
dan melakukan pengeiolaan administrasi dan pelaporan keuangan. 

' 
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(2) Uraian tugas Kcpala Subbagian Kcuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), mcliputi: 
a. menyuaun rencana kcgiatan Subbagian Keuangan sebagai pcdoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mcndistribua1kan dan memberi pctunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi clan mengcvaluasi pelak!l8..118afl tugaa lingkup 

Dinas untuk mcngctahui pcrkcmbangan pclaksanaan rugaa; 
d. mcnyuaun rancangan, mcngorekai, mcmaraf dan/atau 

mcnandatangani naskah dinas: 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membantu Sekrctaris menyiapkan bahan, menyuaun dan 

merumuskan Dokumcn Pelaksanaan Angganrn lingkup Dinaa; 
g. mcndiatribusikan dan mcmberi petunjuk pclaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; 
h. mcngumpulkan bahan, mcngoordinasikan, dan mcnyusun rencana 

kebutuhan barang unit, rencana kcbutuhan gaji pcgawai, dan 
rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran 
Dmaa; 

i. mengumpulkan be.ban, menyusun, dan mcngelola administrasi 
kcuangan Dinas; 

J. melakukan verifik.asi kelengkapan administrasi penatausahaan 
kcuangan Dinas: 

k. mengcordinaaikan pelaksanaan akuntanai pengcluaran dan 
pencrimaan kcuangan; 

I. menyiapk.an bahan dan mcnyuaun laporan keuangan dalarn lingkup 
Dinaa; 

m. menyuaun realisasi perhitungan anggaran; 
n. mengumpulkan be.ban, mengccrdmaetkan dan menindaklanjuti 

Japoran haail pemcriksaan kcuangan: 
o. menyuaun Standar OperaaionaJ Prosedur sesuai uraian tugas dan 

mclalrukan evaluaai Standar Operaaional Piosedur; 
p. melaksanakan monitoring, evaluasi clan pengawaean 

penyelenggaraan kebijakan tcknia di Subba.gian Keuangan; 
q. me\aksanakan koordinasi clan konaultasi dcngan lembag.a. 

pcmerintah dan non pemerintah dalarn rangka penyelcnggaraan 
urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 

r. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Perature.n Per Undang-undangan; 

a. menyuaun laporan haail pelakaanaan tugaa Kepala Dinaa dan 
mcmberikan saran pcrtimbangan kepada Atasan aebagai be.ban 
pcrumusan kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Bina Kcsehatan Masyarakat 

Pa,aJ9 
(1) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kcpala Bidang Bina 

Keaehatan Masyarakat mempunyai tuga.s menyiapkan dan mcnyusun 
program pembmaan, pengcndalian, pengawasan terhadap aemua 
kegiatan clan usaha pcningkatan pelayanan keaehatan ibu dan anak, 
remajs, usia Ja.nju1, kekuranga.n unaur gizi dan pclayanan perlindungan 
kesehatan reproduksi, ibu dan remaja, serta promosi dan pemberdayaan l masyarakat, kcsehatan lingkungan, olahraga dan kesehatan kerja. 

\ 
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(2) Untuk melaksanakan tu gas sebe.gaimana dimaksud pada ayat ( I), Kepala 
Bidang Bina Kesehatan Masyarakat menye\enggarakan fungai: 
a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan program dan kegi.atan 

bidang Bina Kesehatan Masyarakat; 
b. pembinaan, pengoordinasran, pengendahan dan pengawasan program 

clan kegiatan Bidang Bina Kesehatan Ma.syarakat; 
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta kegi.atan Bidang 

Bina Kesehatan Masyarakat; 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan seauai dengan 

tugas dan rungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat sebagaimana. 

dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Kesehatan Maayarakat 

sebagai pedoman dalam pelakeana.an tugaa; 
b. mendistribuaikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksana.an 
tugaa; 

d. menyuaun ra.ncangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat seauai bidang tugasnya; 
f. menyelengga.rakan pembinaan dan evaluaai tentang upaya-upaya 

peningkatan kesehatan ibu dan anak, remaja dan lanjut uaia serta 
terkait kekurangan unaur gizi; 

g. menyelenggarakan pembinaan serta evaluasi tentang usaha 
pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi bagi ibu dan 
remaJa; 

h. menyelenggarakan koordinaai untuk melakukan promosi kesehatan 
dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan peran serta 
masyarakat terkait kesehatan rbu dan anak, kesehatan reproduksi, 
perhndungan hak repnx.luksi, peningkatan status gizi ma.syarakat 
dan lanjut Usia; 

1. melakukan identifikasi masalah kekurangan gizi massal untuk 
diantiaipaai sec.ara dini serta penanggulangan kekurangan gizi bagi 
keluarga; 

J· menyelenggarakan koordinasi dengan instanai terkait dan lintas 
program untuk mengadakan pemantauan dan evaluaSI, pengkajian 
dan pengembangan terhadap pelaksanaan program kesehatan ibu­ 
anak dan kesehatan reproduksi usia subur termasuk keluarga 
berencana, kesehatan reprodukai remaja clan kesehatan usia lanjut; 

k. melakukan pembinaan dan fasilitasi standar pelayanan kebidanan 
{asuhan persalinan nonnalJ dan standar pelayanan kontrasepsi, 
penanganan komplikaai maternal dan neonatal, pencegahan 
kehamilan yang tak diinginkan dan aauhan pases keguguran, 
puskesmas poned {pelayanan obstetri neonatal emergency dasarj dan 
rumah sakit ponek (pelayanan obstetri neonatal komprehensil); 

I. melakukan pembinaan dan fasilitasi penerapan buku Kesehatan !bu 
dan Anak, penerapan Manajemen Terpadu Ballta Sa.kit dan 
Manajemen Terpadu Bayi Muda, pelatihan/penyegaran kembali 
Stimului Jntervensi Deteka1 Dini Tumbuh Kem bang Anak; 

m. melakukan pembinaan dan fasilitasi pelayanan kesehatan 
reproduksi remaja di puskesmas dan pendidikan kesehatan 
reprodukai remaja di masyarakat; 

n. melakukan pembinaan dan faailitasi pelayanan keaehatan usia lanjut 
\ di puskesmas dan keaehatan kelompok uaia lanjut di masyarakat; 
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o. menyelenggarakan sosialisasi, promosi, fasilitasi dan peningkatan 
dalarn rangka pemenuhan dan perlindungan hak-hak ceproduksi 
dalam kelangsungan hidup ibu dan anak:, 

p. memfa.silitasi terselenggaranya pelayanan kesehatan detekai dini 
kanker mulut rahim dan kanker payudara, kemudian pencegahan 
penularan HIV dari ibu kc anak; 

q. menyusun Standar Opera:sional Prosedur aesuai uraian tugaa dan 
melakukan evaluaai Standar Operasional Prosedur; 

r. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kebijakan 
teknis di Bidang Bina Kesehatan Maayarakat; 

s. menyelenggarakan koordina.si dan konsultasi dengan \embaga. 
pemerintah dan non pemerintah daJam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 

L menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eefluai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undanga.n; 

u. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugaanya. 

Bagian Keempat 
Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Pasal 10 
(I) Bidang Bina Pencegahan dan Pcngendalian Penyakit dipimpm oleh 

Kepa.la Bidang Bina Pencegahan clan Pengendalian Penyakit mempunyai 
tugaa Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit 
Tidak Menular. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan program dan 

kegiatan Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan Bidang 

Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyaki1; 
c. pelaksa.naan monitoring dan evaluasi program serta kegiatan Bidang 

Bina Pencegahan dan Pengendalian Penya.kit; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

sebagru.mana dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
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Pengendalian Penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendi::itribusikan dan memberi petunjuk peJaksanaan tug.u; 
e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancanga.n, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. membina pencegahan penyakit, pengamatan penyakit, 

pemberantasan penyakit menular langsung dan pemberantasan l penyaldt bersumber binatang; 
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g. merencenakan kegiatan dan pe\aksanaan kegiatan pencegahan 
penyakit, pengamatan penyakit, pemberantasan penyalcit menular 
Iangsung, pemberantasan penyakit bersumber binatang, penelitian 
kemungkina.n terjadinya kejadian luar biasa atau wabah penyakit 
serta pengendalian dan penanggulangan Kejadian l.uar Biasa atau 
wabah penyakit menular; 

h. menyusun standar operasional proscdur sesuai uraian tugas dan 
melakuka.n evaluasi standar operasional proseclur; 

i. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kebijaka.n 
telrnis di Bidang Bina Penttgahan dan Pengendalian Penyakit; 

J. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dahun rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 

k. menila.i kinerja Pegawai Apara.tur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

I. menyusun \aporan basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan sanm pertimbangan kepada Ataaan sebaga.i bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

m. melaksanakan tugaa kedinaaan lain yang diperintahkan ataaan 
seauai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan 

Pasal 11 
(I) Bidang Bma Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang Bina 

Pelayanan Kesehatan mempunyai tugaa membina, memantau mutu 
pelayanan rujukan dan pelayanan daaar (primer) yang d11akaanakan oleh 
Rumah Sakit, Puskesmas dan lnstitusi pelayanan kesehatan lain serta 
pendataan, pencatatan (ft'gistrasi) dan fasilita& penilaian khusus 
(akreditasI) bagi rumah aakit, puskesmas dan institusi pelayanan 
kesehatan la.in. 

(2) Uowk melakaanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan program dan 

kegiatan Bidang Bina Pelayanan Kesehatan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan Bidang 

Bina Pelayanan Keaehatan; 
c. pe\aksanaan monitoring dan evaluasi program serta kegiatan Bidang 

Bina Pelayanan Kesehatan; 
d. pelaksanaan fungal lain yang dibenkan oleh atasan seeuar dengan 

tugaa pokok dan fungsinya. 
()) Uraian tugas Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan sebagaimana 

dimakeud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluui pelaksanaan tugaa dalam 

lmgkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan 

pelayanan ru,iukan dan pclayanan kesehatan daaar pad& puske1maa, 
rumah ,akit d= in,titu,i p<lay== k,�haUrn """' 
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teknis di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan; 

j. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan 
kebijakan teknis di Bidang Bina Pelayanan Kesehata.n; 

k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembega 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang Kesehata.n; 

I. menilai ldnerja Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepa.la Dinaa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumuean kebijakan; dan 

n. melaksana.kan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atalMUl 
sc11uai dengan bidang tugasnya. 

Bag,an Keenam 
Bidang Bina Sumber Daya Keaehatan 

Pasa.l 12 
(l) Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepa.I.a Bidang Bina 

Sumber Daya Keaehatan mempunyai tugaa pendataan dan analisa data, 
melakukan pcmbinaan, pengendalian dan menyusun petunjuk 
pe!akaanaan, pembinaan peran sena pcngembangan sumber daya 
kesehatan termasuk bidang kerarmasian, alat kesehatan serta 
kepesertaan Farmasi, Makanan dan Minuman. 
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i. menyelenggarakan koordinasi dan koneultaai dengan lembaga. 
pemerintah dan non pemenntah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bsdang Kesehatan; 

j. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

k. menyusun laporan basil pelaksane.an tugas Kepa)a Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebije.kan; dan 

I. melakaanakan tugu kedinasan Jain yang diperintahkan atasa.n sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 

Pa,aJ 13 
(1) Dinas Kesehatan da.pat membentuk sejumlah kelompok jabatan 

fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pe\aksana sebagaimana dirnakaud 
pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
fungsiona1 dan pelaksana masing-masing berdasarlcan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
siatem kerja. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Pa,aJ 14 
(I) Kepala Dinaa dalam melaksanakan tugas dan (ungsinya berdasarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati seauai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepata Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Dinas melaksanakan tugas 
dan fungsi seauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
serta. menerapkan prinaip hierarki, koordinasi, kerjasama, mtegrasi, 
sinkronisasi, simplifikaai, akuntabilitaa, transparanai, serta efektifitas 
dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan; 

{3] Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalaJn 
lingkungan Dinas mengembangkan koorclinaai dan kerjaaama dengan 
inatansi pemerintah/swasta tcrkait dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan memperlancar pe\aksanaa.n tugas dan fungsi Dina.s. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta. Pelaporan dan Pengawasan 

Pasa.l 15 
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian daiain 

lingkungan Dinas dalaJn melaksanaka.n tugasnya, melakukan 
pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan re.pat koordinasi secanl 4 berkala. dan/atau se1uai kebutuhan; 

� 
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{2) Kc:pala Dinas, Sekretaris, KepaJa Btdang, Kepala Subbagian, Pc:jabat 
Fungsional, dan Pelakaa.na dalam lingkungan Dinas wejib mc:matuhi 
petunjuk dan e.rahan pimpinan, serta mc:nyampaikan laporan eecara 
berkala dM/atau sesuai kebutuhan &ecara tc:pat waktu kepada ata.san 
masing-masing; 

(3) Kc:pala Oinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kc:pala Subbegian dan dalam 
lingkungan Dinas melakaa.nakan pengaweean sesuai dengan kc:tc:ntuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB Vil 
KETENTUAN PERAUHAN 

....,,. 
Kc:tcntuan yang mc:ngatur sub koordinator dalam Peraturan Bupatl Pinrang 
Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kc:rja Dmas Kc:sehatan {Serita Daerah Kabupatc:n Pinrang 
Tahun 2021 Nomor 48), tctap berlaku sampai dc:ngan ditc:tapkannya peraturan bupati tentang sistc:m kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENTI..IAN PENUTIJP 

Pasa.l 17 
Dcngan berlakunya Pc:raturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
48 Tahun 2021 tc:ntang Kc:dudukan, Susunan Orgarusaai, Tugas dan Fungsi 
sc:rta Tata Kc:rja Dinas Keaehatan (Serita Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun 
202 l Nomor 48), dice.but den dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 
Pc:raturan Bupati im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mc:ngc:tahuinya, memc:rintahkan pengundangan Pc:raturan 
Bupati ini dc:ngan penempatannya dal&n Serita Daera.h Kabupatc:n Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
Pada Tanggal Q:. tui � � 

BUPATI PINRANG 

Diundangkan di Pinrang 
Pada Tanggal � � � 

,.'t§:.•:.,,o t 
SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN PINRANG 

BU4A 
BERI�A DAERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 
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{2) Kc:pala Dinas, Sekretaris, KepaJa Btdang, Kepala Subbagian, Pc:jabat 
Fungsional, dan Pelakaa.na dalam lingkungan Dinas wejib mc:matuhi 
petunjuk dan e.rahan pimpinan, serta mc:nyampaikan laporan eecara 
berkala dM/atau sesuai kebutuhan &ecara tc:pat waktu kepada ata.san 
masing-masing; 

(3) Kc:pala Oinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kc:pala Subbegian dan dalam 
lingkungan Dinas melakaa.nakan pengaweean sesuai dengan kc:tc:ntuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB Vil 
KETENTUAN PERAUHAN 

....,,. 
Kc:tcntuan yang mc:ngatur sub koordinator dalam Peraturan Bupatl Pinrang 
Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kc:rja Dmas Kc:sehatan {Serita Daerah Kabupatc:n Pinrang 
Tahun 2021 Nomor 48), tctap berlaku sampai dc:ngan ditc:tapkannya peraturan bupati tentang sistc:m kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENTI..IAN PENUTIJP 

Pasa.l 17 
Dcngan berlakunya Pc:raturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
48 Tahun 2021 tc:ntang Kc:dudukan, Susunan Orgarusaai, Tugas dan Fungsi 
sc:rta Tata Kc:rja Dinas Keaehatan (Serita Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun 
202 l Nomor 48), dice.but den dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 
Pc:raturan Bupati im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mc:ngc:tahuinya, memc:rintahkan pengundangan Pc:raturan 
Bupati ini dc:ngan penempatannya dal&n Serita Daera.h Kabupatc:n Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
Pada Tanggal Q:. tui � � 

BUPATI PINRANG 

Diundangkan di Pinrang 
Pada Tanggal � � � 

,.'t§:.•:.,,o t 
SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN PINRANG 

BU4A 
BERI�A DAERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 
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